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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAERAH IST]MEWA YOGYAMRTA

NOMOR 061t02767 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAIGRTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAMRTA,

Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan penyerenggaraan perayanan
publik sesuai dengan asas penyerenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyerenggaraan perayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar
Pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah DIY tentang Standar pelayanan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah
lstimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana terah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor g rahun 195s tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Jo. Nomor 1g rahun 1950 tentang pembentukan Daerah
lstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2oog tentang Keterbukaan
lnformasiPublik

Mengingat

b.

1.

2.

3. Undang-Undang Nomor ZS Tahun 2009 tentang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
Tambahan

Pelayanan Publik
2009 Nomor 112,

Lembar
an Negara Republik lndonesia Nomor S03g);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang.Undang
Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246;



(

7.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daeiah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RepLrblik lndonesia
Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5330);

Peraturan Pemerintah Nomor 3.1 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar
Pelayanan;

Peraturan Daerah Daerah lstimewa yogyakarta Nomor S Tahun
2014 tentang Pelayanan publik (Lembaran Daerah Daerah lstimewa
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 5);

Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan.

MEfuIUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Dly sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Dly meliputi
ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Tamu

Layanan Pengelolaan Naskah Dinas lnternal BKD

Layanan Pelayanan lnformasi

Layanan Pengaduan

Layanan Seleksi Pegawai

Pemrosesan Surat lzin Belaiar/Keterangan Belajar

Fasilitasi Permohonan lzin ke Luar Negeri pNS dan pejabat Negara

Fasilitasi Diklat Kepemimpinan

Fasilitasi Tugas Belajar

Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ljazah.

Seleksi Diklat Kepemimpinan

Layanan Pembuatan Kartu ldentitas/lO card bagi pNS Dly

Layanan Kartu Pegawai, Kartu lsteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen

Layanan Pemeliharaan Mesin presensi Elektronik

Layanan Penyelesaian SK Kenaikan pangkat

Layanan Penyelesaian SK pensiun

8.

9.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5.

b_



17. Kegiatan Penelitian, Pengusulan Tanda Kehormatan

18. Layanan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi ASN

'19. Layanan Jaminan Kematian bagi ASN

20. Layanan lomba antar lnstansi di lingkungan Pemda Dly

21. Layanan Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai

22. Layanan Penyiap Bahan Perumusan Petunjuk Teknis dan
Desiminasi Peraturan di Bidang Kepegawaian dan KHp

23. Layanan Penyiapan Bahan dan Pengelolaan Data penjatuhan

Hukuman Disiplin Pegawai

24. Layanan Penyiapan Bahan Pemberhentian Pegawai yang akan
menjadi Anggota Partai Politik

25. Layanan Penyiapan Bahan Permohonan lzin Pegawai yang akan
Mengikuti Pemilihan/Diangkat menjadi Kepata Desa, perangkat

Desa dan Pejabat Desa

26. Layanan Penyiapan Bahan Pemberian lzin Perkawinan dan/atau
Perceraian bagi PNS

27. layanan Penyiapan Bahan Permohonan lzin Cuti

28. Layanan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan

Negara

29. Layanan Pengelolaan Daftar Hadir PNS Pemerintah Daerah Dly

30. Layanan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan peraturan

Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian

31. Layanan Pemindahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS Masuk
Pemerintah Daerah DIY

32. Layanan Pemindahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS Keluar
Pemerintah Daerah DIY

33. Layanan Pemindahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS Masuk
Kabupaten/Kota di DIY

34. Layanan Pemindahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS Keluar
Kabupaten/Kota di DIY

35. Layanan Penerhpatan PNS Jabatan Administrasi

36. Layanan Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional/pelaksana

37. Layanan Persiapan Seleksi Terbuka

38. Layanan Seleksi Administrasi JpT

39. Layanan Uji Kompetensi JpT

40. Layanan Uji Kesehatan JpT

41. Layanan Uji Gagasan JpT

KETIGA : standar perayanan sebagaimana dimaksud daram Diktum KESATU
wajib diraksanakan oreh penyerenggara/peraksana dan sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat



KEEMPAT

KELIMA

pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diterapkan paling lambat 7 (tujuh) had sejak ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal i April 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAFI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

N9MOR oQl /ota61 / TA,tt11J e0r8
TANGGAL ll ApRrr- 2otl

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 201S

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegegawaian

Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :Layanan lnformasi pubtik

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

2. Persyaratan

Pelayanan

1) Warga Negara lndonesia.

2) Mengisi formulir permintaan lnformasi Publik.

3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTp/

identitas lain.

4) Pengguna lnformasi Publik wajib menggunakan informasi publik

dengan mencantumkan sumber dari mana memperoreh rnformasi

Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun

untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan

3. Sistem, mekanisme,

dan prosedur t-
I
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Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permintaan inforrnasi dengan hadir di meja

pelayanan informasi

2. Pemohon melengkapi persyaratan

3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas

berupa :

a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti

permohonan

b. Permohonan ditolak

4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Media lnformasi :

1) Website atau email;

Pemohon dapat mendownload lnformasi publik yang tersedia

pada website (bkd.jogjaprov.go.id), yang sehetumnya mengisi

formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat :

bkd@ogjaprov.go.id

2) Telepon/fax;

Pemohon dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di

nomor 0274-562150

3) Datang Langsung.

Pemohon datang langsung ke Desk Layanan lnformasi, dengan

alamat Badan Kepegawaian Daerah Dly, Jl. Kyai Mojo No 56

Yogyakarta

4: Jangka waktu
penyelesaian

1)

2)

Proses penyelesaian dalam menrenuhi permintaan permohonan

informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,

Waktu penyelesaian paling lambat 10 (seputuh) hari kerja sejak

diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang

berisikan informasi yang diminta dan dibawah penguasaannya

PPID dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lambat 7

(tujuh) hari kerja;

Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik

dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

3)

5. Biaya/tarif Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi menyediakan

informasi publik secara gratrs (tidak dipungut, biaya), sedangkan

untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik

dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar

gedung Badan Kepegawaian Daerah, atau menyediakan CD/DVD

kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

b. Produk pelayanan Produk lnformasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola lnformasi



dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah, antara lain : semua
informasiyang masuk ke DIP (Daftar tnformasi pubtik) BKD Dty

7.

7.

Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

a.

b.

c.

d.

Datang langsung

Kotak saran

Email : bkd@ioqjaprgv.gq,id

E-lapor dan SP4N

Telepon dan fax : (0274) 5621S0

Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

1. Formulir permohonan informasi publik.

2. Alamat website dan email pengaduan

3. Nomor telepon/fax pengaduan

4, Kotak aduan

5. Meja layanan informasi dan pengaduan

6. ATK dan Peralatan Kantor

7. Banner alur permohonan informasi

Kompetensi
Pelaksana

Petugas telah dilatih Pelayanan prima

Pelatihan audit internal

Pengawasan
internal

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal
yang ditunjuk.

3.-.Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan

oleh auditor

Jumlah
pelaksana

Tim sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan pembentukan

PPID Badan Kepegawaian'Daerah dan tanggung jawab seluruh

karyawan BKD DlY.

Jaminan
pelayanan

1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu,

Dokumen SOP dan lnstruksi Kerja.

2. Dilakukan Audit lnternal dan Eksternar sistem manajemerr mutu

sesuai standar lso 9001 .201s masing-masing sekali dalam satu

tahun.

3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana

pendukung.

Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa:
. Pengawasan lingkungan dengan ccrV dan petugas keamanan
. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam

kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul dan

denah ruangan.



. Sistem pengamanan jaringan komputer.

Evaluasi kinerja
Pelaksana

1. lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)

Prevalensi jumlah permintaan infcrmasi publik yang dilayani

Rapat Tinjauan Manajemen

Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan inforrnasi

Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

3.

5.

Waktu Pelayanan Senin s/.d Kamis

lstirahat

Jumat

lstirahat

: 09.00 - 15.30 WIB

12.00 - 13.00 wtB

09.00 - 14.00 wrB

1 1.00 - 13.00 wtB

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAMRTA
NOMOR 061 / orj.n.+ fAH\r$ eolg
TANGGAL t( A?Rru aorg

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegegawaian

Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013
2. Peraturan Menpan RB Rl No. 24 Tahun 2014

2. Persyaratan
Pelayanan

Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data
diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Sistem, mekanisme,
dan prosedur

,-) l' Pengaduan lalanan metalui

I \ 
email. wehsite, e-lapor 

,./ 
- 

|lY, I

| | 
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\ mengirinrkan ke ,/ I
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I itan menindaklanjuri aduan dari I I
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4. Jangka waktu
penyelesaian

Waktu penyelesaian pengaduan pelayanan publik

1. Pengaduan masyarakat yang diterima
Oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui bkd@jogjaprov.go.id
melalui kotak pengaduan, melalui e-lapor dan sp4N pada jam kerja
harus segera diserahkan kepada sKpD yang benruenang dalam
waktul x24jam;

2. Pengaduan masyarakat, oleh sKpD yang berwenang tersebut harus
mendapatkan penanganan oleh pejabat yang berwening;

3. Penanganan pengaduan masyarakat oleh Badan Kepegawaian
Daerah DIY berupa identifikasi dan krarifikasi serta menyampaikan
atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan paling
lama 3 sampai dengan 7 hari kerja bila tanpa koordinasi, dan i
1a1qai dengan 30 hari kerja bila memerlukan koordinasi dengan
SKPD lain yang berwenang

5. Biaya/tarif semua layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul hanya
untuk akses internet yang ditanggung masing-masing pJmohon.

o. Produk pelayanan 1.s.etiap hasil kegiatan penanganan pengacuan masyarakat dicatat
dalam suatu bentuk laporan yang diceiak rangkap 2 (dua). satu
diperuntukkan sebagai arsip atau dokumen 

-bagi skpo yang
melaksanakan penanganan pengaduan masrarikat dan satu
dijadikan tembusan untuk sekretariat pengaduan;

2.sKPD y?ng melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
berkewajiban untuk memberitahukan nasit atau tindakan
penyelesaian tersebut kepada pihak yang menyampaikan
pengaduan.

7: Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas

Formulir Catatan aduan pelanggan.
Alamat website dan email pengaduan
Nomor telepon/fax pengaduan
Kotak aduan
Meja layanan informasi dan pengaduan
ATK dan Peralatan Kantor

1.

2.

3.

4)
s)
6)

8. Kompetensi
Pelaksana

Petugas telah dilatih pelayanan prima
Pelatihan audit internal

L Pengawasan
internal

Pengawasan yang dilakukan oreh atasan rangsung pada setiap
jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pengawasan oleh Tim Teknis
Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal
yang ditunjuk.
Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
oleh auditor.

1.

2.
3.

4,

10. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

Masyarakaupelangg_an/customer dapat menyampaikan pengaduan
kepada Kepala BKD DlY, petugas lokevfront otfice, telepon, faisimile,
email (bkd@ioqiaorov.oo.is.l) website, e-tapor, sp4N dan sarana
elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BKD
DlY. Pengaduan yang menyangkut layanan kepegawaian akan
ditindaklanjuti oleh BKD DIY metalui pengaduan yang bukan
menyangkut kepegawaian akan diteruskan OpD terkait.

11. Jumlah
pelaksana

Tim sebagaimana tercantum dalam Surat
PPID Badan Kepegawaian Daerah Dly dan
karyawan BKD DlY.

Keputusan Pembentukan
tanggung jawab seluruh



12. Jaminan
pelayanan

1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu,
Dokumen SOP dan lnstruksi Kerja.

2. Dilakukan Audit lnternal darr Eksternal sistem manajemen mutu
sesuai standar ISO 9001 :2015 masing-masing sekali dalam satu
tahun.

3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana
pendukung.

13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

Jaminan keamanan dan keselelamatan dapat berupa :

. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.

. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam
kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah
ruangan.

. Sistem pengamanan jaringan komputer.

14. Evaluasi kinerja
Pelaksana

lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM)
Prevalensi jumlah aduan
Rapat Tinjauan Manajemen
Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

1.

2.

3.

4.
5.

15. Aksesibilitas

16. Waktu Pelayanan Senin s/.d Kamis
lstirahat
Jumat
lstirahat

09.00 - 15.00 wtB
12.00 13.00 wtB
09.00 - 14.00 wrB
1 1.00 - 13.00 wtB



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAERAH ISTIMEWA YOGYAI(ARTA
NOMOR

TANGGAL

: _e\ /oz16q .IaHuu :or8
: lr A?(tL 2Dlg

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. BadanKepegawaian Daerah rnemiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaankebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Petayanan : pelayanan Tamu

DasarHukum : a. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011
. Tentang Standar Operasional prosedur di

Lingkungan pemerintah provinsi dan
Kabupaten/Kota;

b. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun
2012 Tentang pedoman penyusunan 

Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

c. Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 3

Kerembasaan ru,",,,,.n f,1j.lln 3:; 
u'""'"n

d. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi tsadan Kepegawaiai
Daerah

e. Pergub Nomor 117 Tahun 2014 Tentang
Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

f. Peraturan Gubernur Daerah ls mewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 20.16 tentang
Pedoman penyusunan Standar pelayanan;



b. Blangko Permohonan lnformasi

Menerima dan mencatat

Menyampaikan
informasi kunjungan

tamu kepada
pimpinan

Menyiapkan
akomod3si tamu

termasuk buku tamu

Menerima
kedatangan/

kunjungan tamu

Menerima
kedetangan/

kunjungan iamu

Menerima
kedatangan/

kunjungan tan)u

Penyelesaian pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan
tujuan kunjungan : S menit

kepada pimpinan : 5 menit



c. Menyiapkan ar<<imorElliim[le6ili<
tamu : 1O menit

d. Menerima kedatangan/ kunjungan tamu : 2 jam

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go.id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621S0

KEPALA



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR i &,*\ /o2t6a ,Ta.rruu 

26ag
TANGGAL : \{ A?R\L .2Ot8

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : pengelolain Naskah Dlnas lnternal BKD

OasarHukum : a. Peraturan MENOAGRI No.52 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional prosedur di
Lingkungan pemerintah provinsi dan
Kabupaten/Kota:

b. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun
2012 Tentang pedornan penyusunan Standar
Operasional Prosedur Adrninistrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2OlS tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Dly
Peraturan Gubemur 44..,l Tahun 2009 Tentang
Uraian Kegiatan perangkat Daerah. 

.

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 20i4
Tentang Pedoman penyusunan Standar
Operasional prosedur penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Standar petayanan;

d.

f.

s.



b. Blangko permohonan lnformasi

Menerima naskah
dinas masuk den

konsep naskah dinas
keluar

Memberikan
disposisi dan
tarrda tangan

Memberikan
disposisi

dan tanda
langan

Mendistribusikan
naskah dinas yang

telah mendapal
disoosisi

Mendistribusikan
naskah dinas

yang telah
mendapat
disposlsi



Penyelesaian
a. Menerima naskah dinilEEGi[?En

keluar : 2 menit
c. Memberikan disposisi dan tanda tangan : 2

menit
d. Mendistribusikan naskah dinas yang telah

mendapat disposisi : 5 menit
e. Mengelompokan naskah dinas sesuai

Ktasftt(asinya : 10 menitf. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/
pengelompokan : S menit

. naskah dinas keluar : 2 menit
b. Mencatat naskah dinas masuk dan yang

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621S0

6'{"/*v
."y^\1 Nl\dut 18 198603 I



I.-AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGY.AKARTANoMOR : @r loz1bV rariut z.ora
TANGGAL : ll AtrRlr Xotg

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. BadanKepegawaian Daerah memiliki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Layanan permohonan lnformesl
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun

Keterbukaan lnformasi publik;

b. l,,ndang-undang Nomor 25 Tahun
pelayanan publik;

e' Peraturan Gubemur Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Standar pelayanan.

2OO8 tentang

2009 tentang

lstimewa yogyakarta

Pedoman penyusunan

c. Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan
Pemerintatr Daerah Dly

d. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

No Xomponen

a.ffi
b. Blangko Permohonan lnformasi

1 Persyaratan

2 sistem, Mekii]GGn--
Prosedur

--:-+

Data/info
yang

dikecualikan

IV

Pemohon mengisi
blangko permohonan

info rmasi

Petugas

mengideniifikasi
jenis data/informasi

yang diminta

Data

publik

Petugas menyediakan

info rm asi

data/ihformasi yg

diminta

lenga rsip p'erraohona n

data/informasi



3 Jangka w-ktu-
Penyelesaian ;a.eermo@

kerja ditambah 7 hari kerja

ditanggung pemohon informasi

-tn-for;ATFu-6iik*

@
b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go.id

d. telepon dan Fax: (027a) 562150

4 Biayanarif----

5 Proour padEi6-
6 eenanganan pEiSEiEil-

saran, dan masukan

BADAN KEPEGAWAIAN D

ffip';



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN

P.IERAH DAEMH tsIlrEWA YoGYAMRTANOMOR i Cyt /D)
TANGGAL ,; ;;i?.tl,,u*"* zo(e

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. BadanKepegawaian Daerah memiriki tugas meraksan.t 
"n 

p.nyr.rnan dan peraksanaankebijakan daerah di bidang kopegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Layanan Seleksi pegawai
Dasar Hukum : a' peraiuran pemerintah Nomor gg rahun 2ooo tentangpengadaan pegawai Negeri sipil sebagaimana terah

diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun.2002;

b. peraturan Gubemur Daerah Istimewa yogyakarta
Nomor 1g Tahun 2013 Tentang pedoman Teknispengadaan 

Calon pegawai Negeri Sipil Oaerah;c. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsl Badan Kepegawaian Daerah;

d. peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewayogyakarta
Nomor 3 Tahun 2o1s Tentang K",";;"g;";
pomerintahan Daerah Daerah

e. peraturan Gubemur Daerah iilffi: i:rJ.l#
Nornor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan
Standar pelayanan;

f. Surat Edaran Sekretarls Daerah Dly Nomor
800/5194/pp tanggal l Juti 2015 tentang Edaran
pengelolaan dan pengadaan pegawai Non pNS.



,l

No Komponen uraran

1 Persyaratan a. uoKumen berkas lamaran sesuai persyaratan

yang ditetapkan
2 Sistem, Mekanisme dEn-

Prosedur

Pengumpulan bahan dan data

Pelaksanaan seleksi
administrasi

dalam jangka waktu 3 butan

pegawai ditanggung oleh p6mda Dly

kebutuhan pegawai dl lingkungan pemda Dly

Pengumuman penerimaan
pegawai

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Proauk PetEyanEi

I

Pelaksanaan Tes Kompetensi
Dasar

Pelaksanaan Tes Kompetensi
Bidang

Pengumuman Hasil Final
Seleksi pegawai



saran, dan masukan b. Melalui email: bkd@ogjaprov.go.id

c. Melaui telepon dan Fax : (0274) 5621S0



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPAI-A BAOAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : t$\ / o2n bal .tZxor.r 

!o rBTANGGAL : 1i arr.rr, zdra

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan eubemur oaerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memitiki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan' 
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenis Pelayanan : pemrosesan Surat lzin/Keterangan Belajar
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang

Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang_undang Nomor ZS Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

c. peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly:

d. peraturan Gubernur Dly Nomor 117 Tahun 2014
Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

e. peraturan Gubemur Daerah lstimewa \,/ogyakarta
I Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah..
f. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor

4 Tahun 20,16 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan;

S. peraturan Gubernur Dly Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kualifikasi Jabatan pelaksana.

No Komponen ffi
1 PeByaratan a. ourar Fermononan Surat ljin/Keterangan

Belajar dari lnstansi

b. Fotokopi pangkat Terakhir

c. Fotokopi Penilaian Kinerja Tahun sebelumnya
d. Surat Pemyataan diterima di peiguruan Tingi
e. Jadwal kuliah sesudah jam ker.ia

f. Surat Akreditasi program Studi Minimal B

S. Surat Pernyataan sesuai peraturan Gubernur
DIY Nomor 16 Tahun 2014 bermaterai Rp
6.000



2 Sistem, Mefanlsma d;;-
Prosedur

Tidak oikenakan biaya 
..-........-....."-

Pemohon mengajtrka n

usul permohonan

surat izin belajar atau

keteranga n belajar

Petuga s

memverifikasi

berkas persyaratan

surat izin belajar

atau keterangan

Berkas lidak Lengkap

dan Tidak Memenuhi

Berkas Lengkap dan

Memenuhi Syarat

Pemrosesan Surat lzin

Belajar atau

Keterangan Belajar

Mengarsip
permohonan

data/informasi

2 Jangka Wal(u

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Produk Pclayanan 1. uurat lan Eetajar

2. Surat Keterangan belajar
ll Penanganan pengaduanl-

saran, dan masukan

a. oarang tangsung

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go.id

d. telepon dan Fax: (0274) 5621SO

EGAWAIAN O
,Z-.":,notltiUrii\'6m



I.AMPIRAN
.KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TANGGAL

, Obt/oL764 zol8: l( Af&r zoro

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaidn Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenls Pelayanan : Fasllitasl permohonan lzln Ke

Negerl Slpll dan pejabat Negara
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang

Keterbukaan lnformasi puf,lik;

Undang-undang Nomor ZS Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 29 Tahun
2016 tentang Pedoman perjalanan Dinas Luar Negeri
bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakit
Kepala Daerah, pimpinan dan Anggoia Dewan
Penivakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Ely.
Peraturan Gubemur Dly Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Peraturan Gubernur Daerah lstimev/a yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyaka(a Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan;

Luar Negeri Pegawai

f.

No Komponon
u ratan

ffifiTe4mnan
b.

c.

d.

Oinas kc Luar N6g6rl darl lnstansl
Surat Undangan

Kerangka Acuarr Kerja (l(AK)

Fotokopi DPA yang disahkan oleh peiabat

1 Persyaratan





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIME'r'UA YOGYAKARTA
NOMOR
.IANGGAL

: Q>t 7'o2.16? fAFloN 2org: it ApAtr- 241g

. A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Fasllltasl Diklat Kepemimpinan
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang

Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
pelayanan publik;

c. peraturan pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang
pendidikan dan pelatihan Jabatan pegawai Negeri Sipil;

d. peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 .fahun 
2o1s

lentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;
e. peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta

Nomor 70 Tahun 2OlS tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

f. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
pelayanan;

g. peraturan Gubemur Dly Nomor 117 Tahun 2014
T€ntang pedoman penyusunan Standar Operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintahan Oaerah:

No xomFonen- uralan
,| Persyaratan usia 5 Tahun sebetum Bataa-us-E-E;;iun-

(BUP)

b. PangkaUGolongan sesuai ketentuan yang
berlaku

c. Diusulkan oleh pejabat yang



2 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur

Pengikutsertaan

Pejabat pada Diktat

Kepemimpinan

ztimjTariGrja

ldentifikasi Kebutuhan

Diklat Kepemimpinan

Penentuan Calon

Peserta Diklat

Kepemimpinan oleh

Baperjakat

Pemrosesan Surat

Perintah Tugas

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya

EDar men g tlruii5 kLat Re pe mi mEin-a n ya n g-
dipersyaratkan

a. datang tangsung

b. kotak saran

c. email:bkd@jogjaprov. go.id

d. telepon dan Fax: (027a) 5621SO

-

5 Produk Pelayanan

6 Penanganan pengaaua;l
saran, dan masukan

f-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAItr BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAEMH ISTIMEWA YOGYAMRTA

!9MoR : AGt ,/a21 el TAHud 20 18TANGGAL : 11 A?te c-org

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan

, 
Kepegawaian oaerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenls Pelayanan : Fasilitasi Tugas Belajar
Dasar Hukum : a. undang-undang Nomor '14 Tahun 2oog tentang

Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan publik;

.. c. Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 Teniang
pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar bagi eegawal
Negeri Sipit.

d. peraturan Daerah Dly Nomor 11 Tahun 2OO1 tentang
Tugas Belajar bagi pegawai Negeri di Lingkungan
pemerintah propinsi Daerah lstimewa yogyakarta;

e. peraturan Daerah tstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Oly

f- peraturan Gubernur Dly Nomor 117 Tahun ?.O14
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintahan Da€.rah;

g. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian fugas aan. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;

h. peraturan Gubernur Daerah lsiimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
pelayanan;

i. peraturan Gubernur Dly Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kualifikasi Jabatan pelaksana.

No Komponen ____---EE6-----.----

dari SKPD kepada Gubernur
b. Fotokopi SK pa,rgkat Terakhir

c. Fotokopi Penilaian Kinerja

1 Persyaratan



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

@
ffi



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TANGGAL

t. oQ\ /02?61 .laAuN /6152' ll AFRTL LotE

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian oaerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenls Pelayanan : Ujlan Dlnas dan Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian

lrazah

Dasar Hukum : a. undang-undang Nomor 14 Tahun 2ooe tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan publik;

. c. peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan parrgkat pegawai Negeri Sipil jo peraturan
pemeintah Nomolt2 Tahun 2002;

d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomorj2 Tahun 2001 tentang Ketentuan pelaksairaan
peraturan pemerintah Nomor eg Tahun 2OO0 tentang
Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil sebagaimana
peratu:.an pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

e. peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

f. peraturan Gubernur Dly Nomor 17 Tahun 2014 tentang
pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan pangkat

. penyesuaian ljazah bagi pegawai Negeri Sipil;
g. peraturan Gubemur Dly Nomor 117 Tahun 2014

Tontang pedoman penyusunan Standar Operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;

Yogyakarta

Tugas dan

i. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunin Standar
Pelayanan;

i. Peraturan Gubernur Dly Nomor Z7 Tahun 2016 tentang
Kualifi kasi Jabatan pelaksana.



No Komponen Uraian
1 Persyaratan Ujian Dinas:

1) Memiliki pangkat Pengatur Tingkat l,

Golongan/ruang ll/d minimal 2 Tahun

2) Surat Usul Permohanan Mengikuti Ujian

Dinas atau Ujian Kenaikan pangkat

Penyesuain ljazah dari SKpD

3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir

4) Fotokopi Penilaian Kinerja

Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ljazah:

1) Memiliki pangkat pengaiur Tingkat t,

Golongan/ruang ll/d minimal 2 Tahun

2) Surat Usul Permohanan Mengikuti Ujian
Dinas atau Ujian Kenaikan pangkat

Penyesuain ljazah dari SKpD

3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir

4) Fotokopi Penilaian Kinerja

5) Fotokopi ljazah terakhir dan trasnkrip nilai
dilegalisir pejabat yang berwenang

2 Sistem, MekinEmJdii----'l
Prosedur ]

l --------+
SKPD mengajuka n

permohonan mengikuti
Ujian Di;as atau Ujian

Kenaikan pangkat

Penyesuaian tjazah

Berkas Lengkap dan

Memenuhi Syarat

Pelaksanaan Ujian

3 Jangka Waktu

Penyel$aian
o (uga) outan

4 Biaya/Tarii Tidak dikenakan biaya
5 Produk Pelayanan uurat I anda Lulus ujian
6 Penanganan pengaUuan, - a. datang langsung



saran, dan masukan

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0214) 5621SO

{

I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NoMoR : Oa1 /ozl,j {At.lo'.I 2ol8
TANGGAL : .lt Apttu ,:7a12

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan Peraturan Gubernur oaerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenls Pelayanan : Seleksl Diklat Kepemimpinan
Dasar Hukum i a. Undang-undang Nomor 14 Tahun

Kelerbukaan lnformasi pubtik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun

Pelayanan Publik;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi l,legara Nomor
1 Tahun 2004 tentang pedoman Seleksi Calon peserta

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat l, lt, llt,
dan lV;

Peraturarr Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dlyi
Peraturan Gubernur Dly Nomor 117 Tahun 20,14

Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Standar

Petayanan.

2008 tentang

2009 tentangb.

c.

No Komponen Uraian
1 Persyaratan a.

b.

UsiaMaksimat so@
PangkaUGolongan sesuai ketentuan yang

berlaku

Diusulkan oleh Peiabat yang berwenang

.1

o.



2 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur I ,i"",r,t.Jilr*t* I
' ,.nlI Diklat Kepemimpir 

r:---i_T_-.
I

I Penentuan Calon 
i

I Peserta Diklat

i feOemimpinan oleh ,

I arperjakat

i

J

t- *r,"*r* trJ-lll
I Rerintah Tugas 

I

I mengikuti Diklat 
I

I repemimpinan 
i

I

+

|P.*-,**,.t..n
I e";.Urt pada Diklat I

I xepemimpinan 
i

--_.__i
3 Jangka Waktu

Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya

5 Produk Pelayanan Pejabat mengikuti Diklat Kepemimpinan yang

dipersyaratkan

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan

a. datang langsung

b. kotak saran

c. email : bkd@jogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 562150

s*9

,WAIAN DAERAH

198603 1 012



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAI{
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TANGGAL

: @t /62q67 IAHUN LotZ
: '11 APBIL Tolg

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 20i5 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerarr. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Petayanan : Layanan pembuatan Kartu ldentitas / lD Card bagl
PNS DIY

Dasar Hukum : a. Peraturan MENDAGRI No.S2 Tahun 2011 Tentang
Standar Operasional prosedur di Lingkungan
Pemerintah provinsi dan KabupatenTKota;

b. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
.Prosedur Administrasi pemerintahan;

c. Feraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewayogyakarta
Nomor 3 Tahun 2OlS Tentang Kelembagaan
Pemerintahan Daerah Daerah lstimewa yogyakarta

d. Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2012 Tentang
Pakaian Dinas Harian pegawai;

e. Peraturan Gubemur Nomor .l 17 Tahun 2014 Tentang
Pedoman penyusunan Standar Operasional prosedur

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 201b Tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
g. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan

Standar Pelayanan.



No Komponen uraian

b. Foto PNS Dty

ditambah 7 hari kerja

;6
b. kotak saran

c. email : bkd@ogjaprov.go.id

emall : simpeg.bkd.diy@gmail.com

d. telepon dan Fax: (0274) 5621SO

Sosialisasi

Penggunaan lO Card

1 Persyaratan

2 Sistem, MEGnEmEGi-
Prosedur

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 eiayEndrif-
5 ProOuk PeEyanai
6 PenanganEn pengElilil

saran. dan masukan

6f
f?

KEPALA



Meneliti berkas usul
kenaikan pangkat dan
kelengkapannya

Entrl Data pNS yang
diusulkan kenaikan
pangkatnya datam SApK(
Sistem Aptikasi
Pelayanan Kepegawaian)

Mencetak Draf surat
usulan KP kotektif dan
Nota Usul per pNS

usulan KP Kotektif dan
nota usul KP per pNS

Penggandaan dan
Penyerahan SK Kp dan
Petikannya

I

t.



diterimanya usut sampai dengan diterbitkannya
petikan SK diselesaikan dalam jarrgka 3 bulan

Tidak dikenakan biaya

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fai : (O2ta) 5621SO

eenansanEilEillGh,-
saran, dan masukan

3 uangka Waktu

Penyelesalan

4 Biaya/Tarif 

-

5 eroouk FetayanEi-
6

!



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR :

TANGGAL :

PENOAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan penyelesaian SK pensiun

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun

Pegawai dan Pensiun Janda/Duda;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipit
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas
usia pensiun bagi pejabat Fungsional;

Peraturan Pemerintah Nomcr g Tahun 2OO3 tentang
Wewenang, pengangkatan, pemindahan dan
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang Wewenang,
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
Negeri Sipil;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
Tahun 2003 tentang petunjuk Teknis pemberhentian dan
Pemberian Pensiun pegawai Negeri Sipil serta pensiun

Janda/Dudanya sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah

Nomor g Tahun 2OO3 tentang Wewenang, pengangkatan,

f.



Pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil.
g. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 4

Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan.

a. Pas foto Eerwam;T;Faru
sebanyak 6 lembar

b. Pengisian Blanko DpCp (Data perorangan

Calon penerima pensiun ) ditandatangani
ybs.

c. Fotokopi dilegalisir SK Kenaikan pangkat
Terakhir

d. Fotokopi ditegatisir SK Surat pemberitahuan

KGB (Kenaikan caji Berkata)

e. Forokopi dilegalisir SK penambahan Masa
Kerja (ptvtK)

f. Fotokopi dilegalisir SK Jabatan
Struktural/Fungsional Umum/Fungsional

g. Fotokopi dilegalisir Konversi Nlp (Nlp Baru)
h. Fotokopi dilegalisir Kartu pegawai

i. Fotokopi dilegatistr / Asti Kp_4
j. Datar Susunan Keluarga
k. Fotokopi dileialish Kartu Ketuarga
l. Fotokopi dilegalisir Akta Nikah
m. Fotokopi ditegatish Kanror Capit Akte

Kelahiran Anak (termasuk anak diluar
iunjangan yg usia dibawah 25 tahun, betum
menikah, belum bekerja tetap)

n. Fotokopi dilegalisir Kartu lsteri/Suami
o. Fotokopi dilegalisir KTp yg masih berlakup. Surat Keteragan Tidak pernah dUatuhl

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat
q. Daftar penitaian SKp (Sasaran Kinerja

Pegawai) 1 tahun terakhh
r. lsian Fpp (Formulir permintaan pembayaran)



s. Fotokopi Buku Rekening Bank (No. Rek.
Bank)

t. Pas foto warna terbaru lstri/Suami Ukuran
3x4 sebanyak 2 lembar

u. Fotokopi NpWp



dan
Prosedur ,-. ffi

1 mulat ) 
-> 

| Nominatif pNS yano I

\/ | akan pensrun - |

+

I n,tengumputt rn 

-lI berkas usul pensiun I
I dari instansi I

+

I Menetitib.*.*;-l
I pensiun dan I

I rerengrapannya 
I

+

tW
Pengusulan pensiun
ke Kanreg I BKN/BKN
PusaUsekretariat
negara

I e"n.rir..nF-1
I pensiun dari Kanreo t I

I BKN/BKN I

I pusaUsetnes 
I

+

lmxnr:,* I
I lili:*iHerahan I

@,a-1 ffi\-__/G----- | pensiun keoada vbs I

Entri Data pNS yano
diusulkan pensiunnia
dalam SApK( Sisterir
Aplikasi pelayanan
Kepegawaiari)

I Membuat or.r *[f-l
I usutan pensiun I



3 JangkaWaktu

Penyelesaian

Pennohonan SK Pensiun diselesaikan selama 2

periode (Januari- Juni dan Juli - Desember)

datam 1 tahun.

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya

5 Produk Pelayanan SK Pensiun

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan

a. Datang langsung,

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go. id

d. tefepon dan Fax : (02?4) 562150



L,qMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAERAH ISTIMEWA YOGYAMRTA
NOMOR
;;"t4. '. o6t /63"1bq 'rL*tu ?oft

1\. Afpu; . Zrnd ,

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. BadanKepegawaian Daerah memitiki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegav/aian.
STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan Kartu pegawai, kartu lsteri, Kartu Suami dan Kartu
taspen

Dasar Hukum : a. peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang
Tabungan dan Asuransi pNS;

b. peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 19gl joperaturan pemerintah Nomor 20 tahun 2013 tentangperubahan atas pp Nomor 25 tahun .l ggl tentang
Asuransi Sosial pegawai Negeri;

c Surat Kepala BAKN Nomor 006/KEp/1974 tentang Kartupegawai Negeri Sipil;

d. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan KepalaBAKN Nomor 212 tahun 1974 dan Nomor
OZOlKEpl1gZ4 tentang Kartu pe(
PNS Daerah; Jawai Negeri SiPil bagi

e. Surat edaran kepala BAKN Nomor O8/SE/19g3 tentang
lzin perkawainan dan perceraian bagi pNS.

f. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor.4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan
Standar pelayanan;

No Komponen -'..---r-r.-

Ulaial-----"-.:.-..--

a. Foto copy SK CPNS
b. Foto copy SK pNS

c. Foto :opy STTPL prajabatan

d. Pas photo hitam putih pNS ukuran 3x3
sebanyak S lembar

2. Kartu Suami/lsteri

a. Mengisl formulir laporan perkawainan
pertama/Laporan perkawainan janda/duda

PersyaratEn-



3.

sesuai dengan SE-Gffi BAKN-Nomor
08/sE/1983

b. Foto copy Surat Nikah/Akta perkawinan

c. Foto copy SK Kenaikan pangkat terakhir
d. Pas photo dari isteri/suami pNS ukuran 3 x

3 sebanyak 5 lembar

e. Bagi pNS yang melangsungkan
perkawinan Janda/Duda melampirkan foto
copy surat kematian Suami/lsteri atau
surat perceraian.

Kartu Peserta i'aspen

a. Foto Copy SK CPNS

b. Foto copy SK pNS/Kenaikan pangkat
Terakhir

c. Foto copy SpMT sebagai CpNS
d. Foto copy Kp 4

e. Foto copy KTp

____+

Petugas menyiapkan
BA dan melakukan

penyerahan

PetuBas membuat
surat pengantar ke

8KN/Taspen

Mencatat dalam kattu
kendall dan

menyimpan dlm file

2 Sistem, MekanGrne aan

Prosedur

3 Jangka Wal(u

Penyelesalan

/ nan prosa3 htern di BKD

4 Biayaffarif Tidak dikenakan biaya
5 KartuPegawai/Kaffi

Taspen

Penanganan pengaduan, a. Datang langsung,

I



saran,

c. email: bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 562150

R,(rf
Pt-'
;l.r
&x

I



B.

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerarl rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Keglatan penell an, pengusulanTanda Kehormatan.

IAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAIGRTA
NOMOR

TANGGAL

: obl/62a6? Terrul 261j: \r ApBtL ?otg

a. UU No. 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. PP No.46 th 2011 tentang penilaian prestasi Kerja;
c. PP No. 53 th 2010 tentang Disiptin pNS;

d. PP No. 70 th 2O1S tentang JKK dan Jt(M;
e. Peraturan MENDAGRI No.52 Tahun 2011 Tentang

Standar Operasional prosedur di Lingkungan
' Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi pemerintahan;

g. Peraturan Gubernur No. 5 Th 2013 tentang
Pemberian penghargaan Kesejahteraan Bagi pNS,
CPNS dan pfi;

h. Peraturan Gubernur Dly Nomor 117 Tahun 2014
T6ntang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

i. Peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun
2015 tentang Kelembagaan pemerintah Oaerah
olY.

j. Peraturan Gubernur Dly Nomor 70 Tahun 2015
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan

. Kepegawaian Daerah.

k. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta

. 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan

Standar Pelayanan

Dasar Hukum :

No Komponen Uraian
1 Persyaratan a. Fotocopi SK CPNS

b. Fotocopi SK Pangkat Terakhir

c. Fotocopi SKP Tahun sebelumnya

d. Fotocopi Piagam Satyalancana yang sudah



pernah diperoleh.

Berkas usulan

diverifikasi oleh Tim

Pengiriman berkas

dan Pengambilan

piagam usulan tahun

sebelumnya di
Kementerian Dalam

Negeri Rl

Membuat Surat Edaran
. Persyaratan

Permohonan Usul

Penerima Fenghargaan

kepada instansi

Penyerahan piagam

dan tanda

kehormatan

2 'T

3 Jangka WaKu

Penyelesaian

a. Piagam dan Tanda Kehormatan patinglama a

(empat) bulan

4 Biaya/Tarff Tidak ada biaya

Produk Pelayanan Pengusulan dan Penyerahan piagam gZn-T6ii5-
Kehormatan

6 Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan

a. Datang langsung,

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go.id

d. telepon dan Fax : (0274) 562150

t\
ud<



A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur oaerah rstinlewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebi.iakan daerah di bidang kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR

TANGGAL

| fut 10"76?' IAfroN ZorQ
: 1( ApRtu 2otg

Layanan Jamlnan Kecelakaan Kerja bagi ASN.
. a. UU No. S th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. PP No. 46 th 2011 tentang penilaian prestasi Kerja;
c. PP No. 53 th 2010 tentang Disiptin pNS;

d. PP No. 70 th 2015 tentang JKK dan JKM;
e. Peraturan MENDAGRI Nomor 52 Tahun 20,11 Tentang

Standar Operasional prosedur di Lingkungan
Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Peraturan MEl,,ipAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
Tentang pedoman penyusunan Standar..Operasional

. ProsedurAdminislrasi pemerintahan;

g. Peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2O1S
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

h. Peraturan Gubemur Nomor 5 Th 2013 tentang
Pemb€rlan penghargaan KeseJahtEraan Bagl pNS,

CPNS dan pTT;

i. Peraturan Gubemur Dly Nomor 117 Tahun 2014
Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan pemerintahan Oaerah;

j. Peraturan Gubernur Dly Nomor 70 Tahun 201 5 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerahi

k. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta

Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedonran penyusunan

. Standar Pelayanan.

Jenls Pelayanan :

DasarHukum :



No xomFonEi

2. Fotocopi SK pengangkatan pNS

3. SK Pangkat Terakhir

4. Laporan Kronologi Kejadian dari instansi
5. Fotocopi Surat Keterangan diagnosa dari

Rumah sakit bagi kecelakaan

6. Fotocopi visum dari rumah sakit apabila pNS

tewas.

7. Fotocopi Berita acara lapor dari kepolisian

Menerima berkas
usulan PNS yang akan

diajuka n peneta pan

mengalarni

kecelakaan kerja atau

buka n

_

_Kecelakaan kerja kurang lebih 7 (tujuh) hari.ffi

Mengoreksi berkas
usulan penetapan

kecelakiran kerja

Mengirim berkas
usulan penetapan

kecelakaan kerja ke

BKN

Menerima

rekomendasi
penetapan dari BKN

Membuat SK

penetapan JKK dan
diserahkan kepada

ybs.

1 Persyaratan

2 Sistem, MekanGEEEi-
Prosedur

? Jangka WaKI-
Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Proour pEayan?i-



saran, dan masukan

a. Datang langsung, ------
b. kotak saran

c. email: bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621SO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA

%i /o.z1of faHu*l aor?
: 1( ApF rL )oib

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Baerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan darr p"r.k.;r;
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Layanan Jamlnan Kematlan bagi ASN
DasarHukum : . a. UUNo. 5th2Ol4tentangAparaturSipil Negara;

b. PP No. 46 th 2Ol 1 tentang penilaian prestasi Kerja;
c. PP No. 53 th 2O1O tentang Disiptin pNS;

d. PP No. 70 th 2015 tentang JKK dan JKI\,I;

e. Peraturan MENDAGRI N0.52 Tahun 201 1 Tentang
Standar Operasional prosedur di Lingkungan
Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi pemerintahan;

g. Peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2O1S
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

h. Peraturan Gubernur Nomor 5 Th 2013 tentang
Pemberian penghargaan Kesejahteraan Bagi pNS,
CPNS dan pTT;

i. Peraturan Gubemur Dly Nomor 117 iahun 2014
Tenlang pedoman penyusunan Standar,Operasional
Prosedur penyelenggaraan pemerintahan Oaerah;j. Peraturan Gubemur Dly Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah;

k. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa , yogyakada
Nomor 4 Tahun 2016

standarperayanan. 
tentang Pedoman Penyusunan

NOMOR

TANGGAL



c. Fotocopi SK Kenaikan pangkat terakhir

e. Fotocopi Akta Kematian e atatan Sipit
f. Fotocopi Buku Nikah/Akta Nikah

S. FotocopiAkta Kelahiran Anak
h. Fotocopi Kartu Keluarga

i. Fotocopi Kp4
j. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan dari

Kelurahan/Desa

Menerirna berkas
usulan PNS yang akan
diajukan pengurusa n

JKM

Mengoreksi berkas
usulan pengurusan

JKM

Menyerahkan berkas
usulan pengajuan JKM

ke PT TASPEN.

Mernbuat SK

peneta pan JKK dan
diserahkan kepada

ybs.

Kecelakaan kerja kurang tebih 7 (tujuh) hari.



saran, dan masukan b. kotak saran

.c. email: bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax: (0274) 5621S0



TAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DAEMH ISTIMEWA YOGYAMRTA
NOMOR : ob\ /6zSv tArloN Zolg
TANGGAL ' ln A?.R'. zo rg

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
STANDAR PELAYANAN

Jenis Perayanan : Kegratan Lomba orah Raga Antar rnstansi di
Lingkungan pemda Dly

Dasar Hukum : a. UU No. S th 20.14 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. pp No. 46 th 2011 tentang penilaian prestasi Kerja;
c. pp No. 53 th 2O1O tentang Disiptin pNS;

d. pp No. 70 th 2O1S tentang JKK dan JKM;
e. peraturan MENDAGRI No.S2 Tahun 2011 Tentang

Standar Operasional prosedur di Lingkungan
pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
_ Tentang pedoman penyusunan Standar, Operaslonal

prosedur Administrasi pemerintahan;

g. peraturan Daerah lstimewa Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

h. peraturan Gubemur Nomor S Th 2013 tentang
. pemberian penghargaan Kesejahteraan Bagi pNS,

CPNS dan pTT;

i. peraturan Gubernur Dly Nomor 112 Tahun 2014
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;j. peraturan Gubemur Dly Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah;

k. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan
Standar pelayanan.





I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAIqRTA
NOMOR : 06l (a'z-q;n lAFloN ,2o rg
TANGGAL : ,ilt ApGtu 7o(g

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. BadanKepegawaian Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Kegtatan Tambahan penghasilan pegawai
Dasar Hukum : a. UU No. S th 20,14 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. pp No. 46 th 201 1 tentang penilaian prestasi Kerja;
c. pp No. 53 th 2O1O tentang Disiptin pNS;
d. pp No. 70 th 201S tentang JKK dan JKM;
e. peraturan MENDAGRI No.S2 Tahun 2011 Tentang

Standar Operasional prosedur di Lingkungan
pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012
Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional
prosedur Administrasi pemerintahan;

g. peraturan Daerah lstimevrra Dly Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

h. pcrgub No. 5 Th 2013 tentang pemberian penghargaan
Kesejahteraan Bagi pNS, CpNS dan pTT;

i. peraturan Gubernur Dly Nomor 111 Talrun 2014
Tentang pedoman penyusunan. Standar Operasional
prosedur penyelenggaraan pemerintahan Daerah;j. peraturan Gubernur Dly Nomor 70 Tahun 201S tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaiai. Daerah;

k. pergub No. 4g Tahun 2015 tentang Tambahanpenghasilan pegawai;

l. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman. penyusunan
Standar pelayanan.



a.

b. Cek untuk penerimaan Tpp instansi.

pegawai Triwulan kurang lebih S (Lima) hari.

Triwulan bagi pNS di lingkungan pemda Dly.

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go. id
d. telepon dan Fax: (0274) 562150



B.

IAMPIMN
KEPUTUSAN KEPALfq BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOM_OR : C6t /oZ7lb) TaH or.t zorQTANGGAL 

' lt . APBIL zot8

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan'Gubernur Daerah tstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Eadan r.p.gr*.ian oaeran. Badan
Kepegawaian Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyiapan Bahan perumusan petunjuk Teknis Dan
Desiminasl peraturan Di .Bidang Kepegawaian Dan
Kedudukan Hukum pegawai

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oog tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
pelayanan publik;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
SipilNegara;

d. peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 20,17 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

. peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Oal fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

f' Peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusrn.n St.nO",
Pelayanan;

No ffi
b. Surat perintah Tugas dari lnstansi

1 rersyaratan

2 dan-r-.vr 
r 1, at

Prosedur

Petugas menyusun
surat permohonan

peserta Bimtek

Petugas mengirimkan
surat permohonan
peserta Bimtek ke

OPD

Z ,rt"i\
\/

Petugas menyusun
kriteria peserta

Petusas ril*t i-
peserta Bimtek





IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAMRTA

Ig.M^ol I o,bt /o2161 fAFtuN 2o(8TANGGAL , lt APnru '"zotB

PENDAHULUAN

sesuai dengan Peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nonror 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : penyiapan Bahan Dan pengelotaan Data penjatuhan

Hukuman Disiplin pegawai

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 200g tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OOE tentang
pelayanan publik;

c. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

d. peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiptin pegawai Negeri Sipit;

e. peraturan pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

f. peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan
pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
pegawai Negeri Sipil;

g. peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor Z0 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

h. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakafia Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyrJsun2n Standar
petayinan;

a. Surat pengantar daii opo= 6IEi-lEp-6En-
kewenangan pejatuhan hukuman disiplin
dilampiri BAp)/ surat pengaduan/ LHp khusus
lnspektorat Oly

b. Fotokopi SK pangkat Terakhir 
.

c. SKKGBTerakhh

d. Data/ buKi pelanggaran



2 Si stem, MExinilmEi'a-i

Prosedur

Penyetesa@
12hari
-.------.-----..
Tidak dikenakan biaya 

.-.=....-

ffi
b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go.id

d. telepon dan Fax: (0274) 562150 ,

Laporan BAP dari
instansi/ surat

pengaduan/ LHp
khusus lnspektorat

Petugas mengkimkan
Surat Keputusan ke
OPD dan instansi

terkait dan
pendokumentasian

3 Jangka w-Ku-
Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Proour trdayEilii_--
o Penansa-anlEilldiEil

saran, dan masukan

KEPEGAWAIAN Dffi*r l--g{ B Kat-
VX=-!
\l/rFwA



tA.

:

LAMPIRAN
i

KETUTUSAN KEPAI-A BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH IS.II'|I/IEWA YOGYAKNRTANoMoR : ab\ /ozTb? fnHurv tn&TANGGAL , 

{ \ ,ArF iu rc' ,A,'"

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan'Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan r"p"g"*"ian Daerah, Badan
Kepegawaian Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : penyrapan dahan pemberhentian pegarvai yang akan
Menjadi Anggota parta! potitik

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2O0g
Keterbukaan tnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OOg
Pelayanan publik;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
SipitNegara;

d. Peraturan r pemerintah Nomor

Larangan pegawai Negerisipir Menjadi Anggota partai poritik;

e. Peraturan] pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

t. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan K_epegawaian Daerah ;

g' Peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun ,2016 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan;

tentang

tentang

tentang Aparatur

37 Tahun 2OO4 tentang

No Komponen ---_

rcip"#
b. Surat pengantar dari OpD

, c. Fotokopi SK.pangkat Terakhir ,

.:

1 PersyaEian-

2 Sistem, nlekaniGffi'
Prosedur @l@

\_/ I yang bersangkutan 
I

1___ '+
I e.trs;;;;;;il-l
I surat permbhonan I

I Pengunoun. d," 
_-.1

-

t---_J-_I napau,oo.oin"Jil--l

____ Y

I e.nrno.t-*g;;;;-l
I Surat Keputusan 

I



ltl l@I I Surat KeRutusan 
Ili

I . I e.t*0.ffi-.*r-l
I I surat Keputurrn 

Ir 

-T
| _+
L^. I ieiugas"ng';;;l
I ( selesal Surat Keputusan ke I

l\--l I onodaninstansi 
II I terkait Can I

I I pendokumentasian I

| 

-

I

I nari

3 .langkaffi
Penyelesaian

4
r rqaK otKenaren biaya

ffiireniianFeoawal5 eroauk eetiyai?E
6 Henanganan pengaduan,

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@jogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621S0

6t
N

KEPALA BADAN KEPEGAWATAN

I

I

i
't.
i,I

.t

i

I

I

I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR : ry;1.r'*,TANGGAL i:'t\'./abq rA#uN 2or8

l l Aln rr_ 2oti
' A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Bacian Keoegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : ponyiapan Bahan permohonan lzin pegawai yang Akan
Menglkufl pemllihan/Diangkat Menjadi Kepala Desa,perangkat Desa, Dan pejabat Desa

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor tr4 Tahun 2OCg tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang_undang Nomor 25
perayanan pubrik; 

Tahun 2009 tentang

c. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

d. peratuian pemerintah Nomor 53 Tahun 20.10 tentang
Disiplin pegawai Negeri Sipit;

e. peraturan pemerintah Nomor 1 
.1 Tahun 2017 tentang

Manajemen pegawai Negeri Sipil;
f. peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990

tentan!7 pegawai Negeri Sip. yang Dipirih/Diangkat
Menjadi Kepala Desa atau perangkat Desa;

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor g Tahun 2OO1 tentang pedoman Bagi pegawai
Negeri sipir yang Dipirih Menjaci Kepara Desa atau
Dipilih/Diangkat Menjadi perangkat Desa;

h. peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan plraturan
pemcrlntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
pegawai Negeri Sipil;

i. peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyatarta
Nomor 70 Tahun 2O1S tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

j. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
pelayanan;



a. Surat permohonan ybs

b. Surat pengantar dari OpD

c. Fotokopi SK pangkat Terakhir

Surat permohonan izin
PNS yang

bersangkutan

Petugas menyusun

Surat Keputusan

PetuBas mengi:.imkan

Surat Keputusa n ke

OPD dan in5tansi

terkait dan
pendokumentasian

Penyelesaian akan mengikuti pemilihan/ diangkat menjadi kepala
desa, perangkat desa, dan pejabat desa 12 hari
Tidak dikenakan biaya

pemilihan/ diangkat menjadi kepala desa,
perangkat desa, dan pejabat desa

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621SO



I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : O6t/r-TANGGAL : ni , l2+B? -TAHuN zo*

' '11 AfSrL' 2o(D

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : penylapan bahan pemberian izin perkawinan dan/
perceralan bagl pegawal negeri sipil

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OOg

Keterbukaan lnformasi publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9
Pelayanan publik;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Sipil Negara;

d. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin
Perkawinan Dan perceraian pegawai Negeri Sipil jo

. Peraturan pemerintah Nomor45 Tahun lggo;
e. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin P6gawai Negeri Sipit;
f. Peraturan pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang

Manajemen pegawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O tenta,tg Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

h. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2OlS tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

i. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan;

j. Keputusair Gubemur Daerah lstimewa vogyakarta
Nomor 284/KEP/2Ol O tentang pendeiegasian Wewenang
Pemberian lzin perkawinan dan perceraian bagi pegawai
Negeri Sipit;

tentang

tentang

Aparatur



No Komponen Uraian %

Surat penga:rtar dari OpD dise,r.tai pembinaan

Fotokopisurat Nikah

Fotokopi SK pangkat Terakhir

Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah

Petugas mengirimkan
Surat Keputusan ke

OPD dan instansi

terkait dan
pendokumentasia n

Surat permohonan izin
PNS yang akan

melakukan perkawinan
(kedua) atau

perceraian.

Petugas mencermati
surat permohonan

Rapat koordinasiTim

Penandatanganan

Surat Keputusan

1 Persyaratan

2 Sistem, n{efanEmE OIi'
Prosedur

3 Jansk-Wiffi
Penyelesaian melakukan perkawinan (kedua) dan/ atau

perceraian bagi pegawai negeri sipil 12 hari

-

Tidak Oife
4 aiayanffi

-

5 Produk eetayanEi' vsrsr r\Epurusan lztn untuK melakukan
perkawinan (kedua) dan/ atau perceralan bag
pegawai negeri sipil

a.

b.

ic.

id.

e.



saran, dan masukan b. kotak saran

c. email: bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621SO
{



sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian'rugas dan Fungsi Badan Kepegaivaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiliki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebiiakan daerah di bidang kepegawaian.

rB. STANDARPELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Jenls Pelayanan : penytapan Bihan permohonan lzin cuti
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 .fahun

Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang-undang Nomor ZS Tahun
. pelayanan publik;

pelayanan;

g. Keputusan Gubemur

Nomor 41 Tahun 20.10

Negeri Sipit;

2008 tentang

2009 tentang

Daerah lstimewa yogyakarta

tentang Pemberian Cuti pegawai

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

d. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

e. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomot 70 Tahun 201S tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

f. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang pedoman ,".;r".":;.;;",

I

No komponen r
lb. Surat pengantar dari OpD
c. Fotokopi SK pangkat Terakhir
rd. Fotokopi SK Jabatan

e. Surat keterangan lain yang diperlukan

Persyaratan

2 sistem, MekanEfrdEEi--
Prosedur ql-r-l ---wl.*tl

1

I petugas mencermati I

| ,rr.t p"rroton.n 
I

I Rapat koordnastrm 
I

+

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
D4EMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I9,[oL. : oo ( /oz\ta T,Arrr,,,N zo13TANGGAL : lr A?RIL zotg



Penandatanganan

Surat lzin Cuti

Petugas mengirimkan
Surat lzin Cuti ke OpD

dan instansi terkait dan
pendokumentasia n

I

b. kotak saran

c. email: bkd@jogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (027g 562150

3 Jangka WEffi
Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 proouk-pelaFEh--

6 PenangananlEilZffil
saran, dan masukan

.l

i
i

I

i

I
I

I

!

I

I



.8.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTANoMoR : Ob\ /s7751 TAHuNI 2o(g
TANGGAL ' ,t Af R,. 2og

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyaka(a Nomor 70
Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : pengelolaan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang

penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

Undang-undang Nomor ZS Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor S Tahun 20j4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sioil;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 lentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara llomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Gubemur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 2Ot6 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanah;

Peraturan KpK Rl Nomor 07 Tahun 2016 tentang 2016
tentang Tata Cara pendaftaran, pengumuman, dan

f.

No Komponen UraEn.,...""-......"....-

Penyelenggaia Negara (LHKpN)
b. Dokumen pendukung kelengkapan LHKpN

-

Persyaratan

Pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggara Negara;



a. Datang taiffig-;
b. kotak saran

c. email:bkd@jogjaprov. go. id

{. telepon dan Fax : @ZZ4) 5621SO

Petugas mengirimkan
tanda terima LHKpN

dan pendokumentasian

Penentuan kriteria
wajib tapor LHKpN

Petugas menyusun darf
penetapan wajib lapor

Penandatanganan

Surat Keputl,rsan

penetapan wajib lapor

Petugas mengirimkan
form LHKpN ke Wajib

Lapor

Asistensi pengisian dan
pengumpulan form

LHKPN

!IKP! dariwaiib lapor

Pengiriman form
LHKPN Ke KPK RI

Penyelesaian
s.d.pens@

Tidak dikenakan blaya

rEr ranganan pengaduan,

saran, dan masukan

1B 1e8do3



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH |STIMEWA YOGYAI(ARTA
y.PL. : Aor /c1761 .tafra.t AotgTANGGAL , t, A ?,, L- ' 

Zo rB

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Gr]bemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 7n

B.

Tahun 20'r5 tentang Rincian Tugasl oan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : pengetolaan Daftar Hadir pNS pemerintah Daerah Dly
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oog tentang

Keterbukaan lnformasi publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20.14 tenta;.rg Aparatur
Sipil Negara;

P€raturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta

Nomor 70 Tahun 2Ol S tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan

Pemerintdh Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipit;

Peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyal(arta Nomor
4 Tahun !016 tentang pedoman penyusunan Standar
Pelayanan;

d.

No -kompod;-

OPD

1 Persyaratan

2 Sistem, MeTanEmEIan--
Prosedur ' mulai )__, I Rekapitutasi presensi 

I\.-_.-/ | dari OPD 
I

t

I petugas mencermati 
I

I rekapitutasi presensi 
I

I petugas menyusun I

I draf surat tindak taniut I.t'--"-"-'l
+



I

l

I

I

I

i

Penandatanganan

surat tindak lanjut
penjatuhan hukuman

disiplin

Penyelesaffiry--

Laporan fonO

PNS OPD yang dikirimkan per triwutan

I

,b. kotak saran
I

g. email:bkd@ogjaprov. go. id

$. telepon dan Fax : (0274) 5621SO

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Produk Pelayanan

6 eenangEnanlEilZGil
saran, dan masukan

I

I

Petugas melakukan
pengiriman dan

pendokumentasia n

i

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I

I

selesai

I

I

I



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTANoMoR I Ob\ 1cLq6,1 /.rAH$r ,r.oLt

TANGGAL , lt A?Rru 
' 

20r'0

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimew" vogffirt" Nomor 70
Tahun 2o'r5 tentang Rincian Tugas a"n Fungsi Badan Kepegawaian tiaerah. Badan
Kepegawaian Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan darr peraksanaan
kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Polayanan : penyusunan Rencana Kerja Rancangan peraturan
perundang-rindangan di Bidang Kepegawaian

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oo3 tentang
Keterbukaan lnformasi publik;

b. Undang_undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
pelayanan publik;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

d. eeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
ManajemJn pegawai Negeri Sipil;

e. peraturan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor T0 Tahun 2O1S tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah;

f. peraturaniGubemur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
4 Tahun 20i6 tentang pedoman penyusunan Standar

Gubernur di bidang Kepegawaian

I

I

i
I

l

i

I

I

i

!

I
I

I
I

peraturan di bidang
kepegawaian



Petugas melakukan
pengiriman dan

pendokumentasia n

Penyelesaian
pergub/ kepgub 45 hari

Tidak dikenakan biaya

,Pergub/kegubd@

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (O2Za) 5621S0

m*r
PmYANlty (
198603 1Ur

I



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAI(ARTA
NoMoR : ab\,, I O* Oq fAuod Zot!
TANGGAL : \l AqF\L .lc(g

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Guberirur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 rahun

. 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian
Daerah memiliki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian.

STANOAR PELAYANAN

Jenrs Perayanan : pemrndahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS Masuk pemerintah

Dasar Hukum

Daerah DIY

: a. Undang-undang

Sipil Negara;

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah;

c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Kelembagaan pernerintah Daerah;

d. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan
Pemerintah Nomor g Tahun 2OO3 tentang Wewenang
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri
Sipil;

f. Peraturan Oaerah lstimewa Daerah lstimewa yogyakarta Nomor
3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Dly

S. Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman
Penyusunan Standar pelayanan.

h. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 9ZlKEp/2016
tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan pemberian Kuasa
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakit cubernur,
Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan
Kepegawaiin Daerah dan Kepala Organisasi perangkat Daerah.

lnstansi Asal

FC SK CPNS ditegatisir

FC SK PNS ditegatisir

FC SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir
FC SK Jabatan Terakhir ditegalisir

FC SK Konversi Nlp dilegalisir

FC Karpeg

FC SKP 2 Tahun terakhir

FC ljazah terakhir yang diakui dilegatisir

I

l



Surat Pernyataan tidm
disiplin/proses peradilan

k. Surat Pernyataan tidak sedang dalam tugas belajar

l. Daftar Riwayat Hid,Jp sesuai Perka BKN Nomor 13A

Tahun 2006

Meneliti berkas mutasi

dan Menyiapkan bahan

dan memfasilltasi rapat
TPK PNS

Menyiapkan Keputusan

Gubernur t,lntang
penempatan PNS

Menyusun surat
pengantar ke Kanreg I

BKN bagi usulan yang

disetujui

Surat penolakan usul mutasi

.Surat pengantar alih status ke Kanreg I BKN
.SK Penempatan

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go.id

d. telepon dan Fax : (0274) 562150

e;&.f akD

WAIAN DAERAH

2 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur
("''')

Tes Paikologl dan

Wawancara

Menelaah Rdkomendasi

hasil Rapat TPK PNS dan

Menyusun konsep surat
persetujuan/ penolakan

usul mutasi

(

3 Jangka Waldu

Penyelesaian

20 hari keria

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

5

6



A. PENDAHULUAN

STANDAR PELAYANAN

Jenls Petayanan : pemindahan Tugas dan Tempat
pemerintah Daerah Dly

Dasar Hukum

I.AMPIRAN

S:IIUSAN KEPAI*A BADAN KEPEGAWAIAN OAERAH
P1ERAH IST|MEWA YOGYATGRTA

i,i^H&,. ', T'o{{;ffiuTAHu.{ zore

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan KepegawaianDaerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan oerar(sanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

: a. Undang-undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipit Negara;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlang
Kelembagaan pemerintah Daerah;

d. Peraturan pemerintah Nomor 1i Tahun
Manajemen pegawai Negeri Sipit;

Bekerja pNS Keluar

2017 Tentang

e' Keputusan Kepara Badan Kepegawaian Negara Nomor 13Tahun 2OO3 tentang petunjuk f.f,ni.- p"if,..n..,
Peraturah pemerintah Nomor g Tahun 2003 *n,"nnWewenang pengangkatan, pemindahan 

dan
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Daerah lstimev
Nomor 3 rahun 2015,Ji""TilH:lff J:::ili];
Daerah Dly;

g. Peraturan Gubernur Nomor ,

penyusunan a,.no"r r","r1nlTun 
20'16 tentang Pedoman

h. Keputusan Gubernur Oaerah lstimewa yogyakarta Nomor97/KEpt2O16 tentang pendet
pemberian *r""" r"n r" 

"-, 

l""nn"" 
"1.:::::l:l -"J::::1 j: :Kepada Wskil Gubemur, Sekretaris Oaerah, Asisten Administrasi

Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepata
Organisasi perangkat Daerah.

No -;-""--nomponon uraian-

PPK lnstansi Aoat

b. FC SK CPNS ditegatisir
c. FC SK pNS ditegatisir

d. FC SK Kenaikan pangkat terakhir dilegalisir
e. FC SK Jabatan Terakhlr dilegailsir
f. ' FC SK Konversi Ntp ditegatisir

S. FC Karpeg

h. FC SKP 2 Tahun terakhir
i. FC ljazah terakhi!.yang diakui dilegatisir

l. Surat pernyataan tidak sedang oatam I

1 rersyaratan



hukum an-Eiplin[i6EEEle rad i la n

k. Surat Pemyataan ticlak sedang dalam

belajar

l. Daftar Riwayat Hidup

Nomor 134 Tahun 2006

sesuai Perka BKN

2 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur Menerima usulan dan

menelltl permohonan

mutasltempat bekerja
pNs

Menylapkon bahan dan

memfasllltasi iapat teK
PNS dan Menelaah

Rekomendasi hasll

Rapat TPK PNS

Menyusun konsep surat
persetujuan/ penolakan

usul mutasi

3 Jangka WaKu Penyelesaian 10 hari kerja

4 Biayaffarif Tidak dipungut biaya

5 Produk Pelayanan Surat penawaran dan persetuluEn pinEahTeiuEi-
Pemda DIY

6 Penanganan p€ngaduan,

saran, dan masukan

a. Datang langsung,

b. kotak saran

c. lemail:bkd@ogjaprov.go.id

d. telepon dan Fax: (0274) 562150

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN O

ffi
FT



LAMPIRAN
KEPI],TUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAEMH ISTIM EWA YOGYAT(ARTA

| &t / ol.?ba TAHo.l zor8: ll APFtu zot.

NOMOR
TANGGAL

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 rahun
2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian
Daerah memiriki tugas melaksanakari penyusunan dan peraksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian.

B, STANDARPELAYANAN

Jenis Pelayanan : pamindahan liugas dan Tempat
Kabupaten/Kola di Dty

Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor

Sipit Negara;

b. Undang-undang Nomor
pemerintahan Daerah;

Bekerja PNS masuk

5 Tahun 2014 tentang Aparatur

23 Tahun 2014 tentang

antar instansi
PPK instansi asal

Surat persetujuan pindah antar instansi yang

dituju (Jika sudah ada)

FC SK CPNS ditegatisir

FC SK PNS ditegatisir

c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah;

d. Peraturan Cemerintah Nomor 11 Tahun 2C17 Tentang
Mana.iemen pegawai Negeri Sipil;

e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang pengangkatan, pemindahan dan
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor 3 Tahun 201S tentang Kelembagaan pemerintah
Daerah DIY

Peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman
Penyusunan Standar pelayanan.

Kepufusan Gubemur Oaerah lstimewa yogyakarta Nomor
97/KEP12016, tentang pendelegasian Sebagian Wewenang dan
Pembedan Kuasa pgngelolaan Administrasl Kepegawaian
Kepada Wbf<n Gubernur, Sekretaris Oaerah, Asisten
Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Kepala Organisasi perangkat Daerah

a.

:

b.l

c.

d.

e.

Persyaratan

FC SK Kenaikan pangkat terakhir dilegalisir

A.



I

2 Sistem, M=kanism-ffi
Prosedur Menerima usulan/

permohonan mutasi
tempat bekerja pNS dan
menelitl permohonan

mutasitempat bekerja

Menyusun konsep Surat
Penawaran/ Surat

Keputusan/ Surat
Pengantar ke BKN/ Surat

Pengembalian berkas

Penggandaan,

pengiriman dan

dokumentasi

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif I rsaK qtPungul Dlaya
5 ProoukFEtayanZE our ar renawaran Ke BupatiA/Valikota

Sultat Keputusan

Suiat Pengantar Alih Status ke Kanreg I BKN

b. kotak saran
i

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (02Z4)5621OO

6 Pena@
saran, dan masukan

18 1986031



TAMPtRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAEMH
-D_IERAH 

IST|MEWA YOGYAKARTA

I9Y9R : obt /ot?b? -ronunr zorg
PENDAHULUAN TANGGAL : ti Aparu b6

sesuai dengan peraturan Gubeinur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 rahun20'15 tentang Rincian Tugas dan Furgsi g.o"n 
^"r"n"*aian 

oaerah. Badan KepegawaianDaerah memiliki tugas melaksanakan penyusunr" 0..'",.*rnaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian. , '

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan I pemlndahan Tugas dan Tempat Bekerja pNS keluar
Kabupaten/Kora di Dly

Dasar Hukum : a. Undang_undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;l

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahair Daerah;

c. Peraturan plmerintah 
No

rz-r^-r---^ - I ^ 
rmor. 41 Tahun 2007 tentang

]:^* a1? tentans petunjuk Teknis pur.r,."n"un
Peraturan pbmerintah Nomor g Tahun 2OO3 tentang
Wewenang I pengangkatan, pemindahan 

dan
Pemberhentian pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Dderah lstimewa Daerah lstimewa yogyakerta
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan pemerintah
Daerah Dly;

Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 . Tentang

Manajemen pegawai Negeri Sipil;
e. Keputusan Kbpala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13

g. Peraiuran Gub,ernur Nomor r
penyusunan st"nu", p"r"JJl::t 'o,,u 

tentans Pedoman

n 
f:-T:l cirbemur Daerah tstimewa yosyakarta Nomor
97lKEPnO16 tentang pendetegasian Sebagian W"*rnrng d.;
Pemb€rlan
::r**n f.ir.a 

pengetotaan Adminisrrast Kepegaiaian

fepaoa 
Wakit Gubernur, Sekretaris Daeran, lsisten

Admlnlstrasi Umum, Kepata Badan Kepegawan" 0"".n 0".
Kepala Organiiasl perangkat Daerah

No KOmponon r
b.

c.

d.

e.

t.

9.

h.

t.

i.

-

, PPK lnstansi Asal

FC SK CPNS ditegatisir
: rC SK pNS ditegatisir

I FC SK Kenaikan pangkat terakhir dilegatisir
FC SK Jabatan Terakhir ditegatisir
FC SK Konversi Nlp ditegalisir

FC Karpeg

FC SKP 2 Tahun terakhir

FC ljazah terakhir yang diakui dilegatisir
Surat Pernyataan tidak sedang aalam 

l

-

1 Persyaratan



Surat Pernyataan tidak sedang dalam tugas
belajar

Daftar Riwayat Hidup sesuai perka BKN
Nomor 13A Tahun 2006

Menerlma usulan/
permohonari mut3si

tempat bekerja pNS dan
menellti permohonan

mutasltempat bekerja

PNS

lvlenyusun konsep Surat
Persetujuan / Surat

Penau./a ran

Penggandaan,

pengiriman dan
doku mentasi

Penyelesaian

et persetujuan uan penailiEnTEEii
Kabupaten/Kota di Dly

saran, dan masukan b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 5621S0



I oot/oq:.7l.? fa{oN zorg: ll APz,lL r-Olr8

A. PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubeinur oaerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun

3.::"[r'ff ,ilH]:::::l Funssi Badan 
^"oun"*.,." 

Daerah Badan KepegawaianDaerah memiriki tusas meraksanakari penyusun", ; ;;;;;::; ;I;:#t:# 
"i

bidang kepegawaian.

B. 
'TANDARPELAYANAN 

]

Jenrs Petayanan : penempatan pNS Jabatan Administrasi
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor U ,"nr. ,OrO tentang Aparatur

Sipil Negara;

" :::iil:::':.-:::* 23 rahun 2014 tentans

". rJ:'lit"n:n 
Daerah;

^",j};::.rl:ff1.1il::,;] 
."n,. 2007'en,ans

d. peraturan 
femerintah Nomor 1 

.

Manajemen,"il;;;;'1,0,,,, 
t"n,, 2017 rentans

e. Keputusan *epara Badan Kepegawaian Negara Nomor 13

]::* 
,9* tentans petuniuk reknis petaksanaan

turan 
femerintah Nomor g Tahun 2OO3 tentang

Wewenang I pengangkatan, pemindahan 
danpemberheniian pegawai Negeri Sipil;f. peraturan Oaerah lstimewa Daerah lstimewa yogyakarta

Nomor 3 Tdhun 2O1S tentang Ketembagaan pemerintah
Daerah Dly,

g. peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2016 tentang.pedoman
penyusunan Standar pelayanan.

dan usTan -p?n$EEi

l

LAMCIRAN

$:j*S,.lEpaLA€AoAN KEnEGAWATAN DAEMHo.tEiAH |SIMEWA YOGYAKARTA

I

.l

h. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor.
9TRE9 nCtO tentang pendalegasian 

Sebag ian Wur.n.nf O.n

3emUlair 
Kuasa pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kepada Wakil Gubemur, Sekretaris Daerah, Asisten
Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawai"n O".r"n O"n
Kepala Orgafr isasi perangkat Daerah



I

I

I

2 Sistem, Mekanisme dan

Prosedur Mendata jabatan

kosong, meng!ventarisi

usulan pengislan

jabatan kosong,

menylapkan baharr dan

memfasilitasi rapat TPK

PNS

Menelaah hasil rapat

TPK PNS dan

Menyiapkan draf
Keputusan penempatan

dalam jabatan

Mengirim dan

mendokumentasi

keputusan

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

3 bUlan
l

I

I

4 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

5 Produk Pelayanan S( penOangkatan dalam jabatan

o Penanganan pengaduan,

saran, dan masukan

a. Datang langsung,

b. kotak saran'l
c. €mdil: bkd@ogjaprov. go. id

I

d. telepon dan Fax: (0274) 562150



A. PENDAHULUAN

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : penempatan

Dasar Hukum

l

i

l-AMPlRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN DAEMH
PAEMH ISTIMEWA YOGYAMRTA

IOMOR i O6t / aq,1b7 raHoN 2ol 6TANGGAL : lt A.PGIL Lotg

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi e.o.n r"p"g"*aian Daerah. Eadan KepegawaianDaerah memiriki tugas meraksanakari penyusunrn a-.n put.x..naan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

Sipil

dalam Jabatan fungsional
Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur

Nomor 23 Tahun 2014 tentang

risasi perangkat 
Daerah

instansi

a. iFC SK CPNS

b. rFC SK PNS

c. FC SK Kenaikan pangkat terakhirr , -..v,iq,.\q,, _arrgxat terakhird FC SK Jabatan terakhir (Jabatan Fungsional)e. Penetapan Angka Kredit (,

r .^,.,. .Jabatan Fungsional)f. iDp3 / sKp 1 Tahun terakhir- i.ia"uai:.Fungsional)

'1^,-_: -. 
,lvue,,, ,.dr I r\omor 41 Tahun 2007 tentang

^etembagaan 
pemerintah Daerah ;

d. Peraturan pemerintah Nr,---! l_ ....._.. ..omor 1i Tahun 2017 .lentang
Mana1emen pegawai Negeri Sipil;

e. Keputusan (epala Badan Kepegawaian Negara Nomo.t3Tahun 2oo3 tentang perunjuk .l.eknis ;",;;..^
Peraturan pemerintah Nomor 9 f"f.'rrn ZOOa intrng
lVew.enanSl 

pengangkatan, pemindahan 
danPemberhentian pegawai Negeri Sipit;f. Peraturan Dperah lstimevr

"";;; 
; ;# ;ff::.'J:::,il:H J:::ilil;

Daerah Dly;i
g. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
. Pedoman penyusunan 

Standar pelayanan.
h. Keputusan Gubemur Daec

e7lr(Eptzo16;;;;; r"Jt 
lstimewa Yosvakarta rlomor

pemberiah 
Kuasa eengel.t6lTsian .sebagian 

wewenang dan

I:r*. *"*, 
- 
o,i"',",. ""."#il:,T...1:*n::,:]:"

g. ljazah terakhir (Jabatan Fungsional)





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR I 06\ / o2_7bn Telloll Zog
TANGGAL : lt. Af RIL 2olB

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 rahun
20'15 tentang Rincian Tugas dan Firngsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian
Daerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan peraksanaan kebijakan 0""*n o,
bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : perslapan Seleksl Terbuka
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah;

c. peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah;

d. peraturan .pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipit;

e. permenpan Nomor ,,13 Tahun 2014 tentang Tata Carapengisian JpT Madya dan pratama di lingkungan
lnstansi pemerintah;

l. poraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewayogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah Oly;

g. pelaturan Gubenur Dly Nomor 87 Tahun 2015 tentang
Tata cara pengisian Jabatan Tinggi Madya dan

. Jabatan Tinggi pratama Secara Terbuka;
h. peraturan Gubemur Dly Nomor 4 Tahun 2016 tentang

edoman penyusunan Standar: pelayanan.



a. Datang langsung,

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (OZZ4) 562150

a. , Jabatanpimpina@

Menyiapkan jabatan

yang diseleksl dan

standar kompetensi
jabatan yang lowong

Menyiapkan dokumen
pelaksanaan seleksi

terbuka dan merancang

calon anggota pansel
dan sekretariat pansel

Koordinasi dengan KASN

Menetapkan'anggota
pansel dan sekretariat

pansel

Menyelenggarakan

sida.ng

Pengumuman seleksl
terbuka

Penyelesaian

Pengumuman seleksi terbul<a

saran, dan masukan

DAERAH



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAEMH ISTIMEWA YOGYAI(ARTA

IoMoR : @61 / oryat fAHoN zoiS
TANGGAL , rr A?Kru 2ot8

PENDAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 rahun
2015 tentang Rincian Tugas dan Furrgsi Badan'Kepegawaiarr Daerah. Badan Kepegawaian
Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Seteksl Admlnistrasl JpT
Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 20.14 tentang

Aparatur Siplt Negara;

b. Undang-undLng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahaln Daerah:

c. peraturan plmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Kelembagaah pemerintah Daerah;

d. peraturan pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang
Manajemen begawai Negeri Sipit;

e. permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara
pengisian JpT Madya dan pratama di lingkungan
lnstansi pemerintah

f. peraturan lDaerah lstimewa Daerah lstimewa
yogyakarta Nomor 3 Tahun ZOIS tentang
Kelembagaal pemerintah Daerah Oly;

g. peraturan GUbenur Dly Nlomor 87 Tahun 2015 tentang
Tata cara ,Pengisian Jabatan Tinggi Madya dan
Jabatan Tinggi pratama Secara Terbuka;

h. peraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
pedoman penyusunan Standar pelayanan.

No XomFoi.en- ik
a. I Berstatus sebagai pNS

b. Sehat jasmani rohani

c. Berusia paling tinggi 58
d. Memiliki kompetensi dan integritas
e. Memenuhi syal?t administrasi
f. Mengajukan lamaran ke dituiukan ke pansel

JPT Madya

g. Mendapatkan persetujuan ppK atau pyB
h. Serendah-rendahnyagolonganlV/c

i. Serendah-rendahnya berpendidikan 52 atau

1 Persyaratan



S3

j. I Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai
baik 2 tahun terakhir

k. i Telah menyerahkan Ll-lKpN dan
kewajiban pajak

l. Pernah mendudukiJpT pratama Eselon il.a
m. Telah lulus atau sedang mengikuti Diklatpim ll

dan diutamakan telah mengikutiDiklatpim 
In. Pelamar dari Jabatan Fungsional memilikijenjang utama dengan pengalaman

melunasi

disiptin

manajerial Eselon ll
JPT Madya :

a. Berstatus sehagai pNS

b. Pangkat paling renctah lV/b
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Paling rendah 2 tahun pada eselon lll atau JF
jenjang Ahli Madya

ljazah paling rendah S_1

Usia paling tinggi 56 tahun
Mengikuti assesment center oteh pemda Dly
bagiyang belum

Mendapat persetujuan ppK
Tidak menjalani hukuman
sedang/berat

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan

j.

k.

l.

atas dugaan pelanggaran disiplin
sedang/berat

Bebas dari narkoba

Sehat jasmani rohani
Memiliki integritas morat yang baik
Memenuhi syarat kompetensi jabatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Mengikuti dan tulus Diktatpim f f flSpnfvfn
kecualiJF.

I

i

I

I

I

I

I

i
I

I

I

I
I

I

I

I

i

i

I



2 Sistem, MekanGmEEi-
Prosedur Menerima berkas

lamaran dari peserta

seleksi dan melakukan
verifikasi persyaratan

administrasl berkas
lamaran peserta seteksi

Menylapkan bahan

sidang seleksl

administrasl

Menylapkan telaah hasil

sldang dan draft
pengumuman hasil

seleksi

Pengumuman Seleksi

Administrasi

ffi
b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov.go. id

d. t€lepon dan Fax: (0274) 5621SO

3 Jangka WaKu

Penyelesaian

4 eiayanarii---
5 eroduk eetayanEi

6 Penanganan p-6n-jaduinl
saran, dan masukan

KEPALA KEPEGAWAIAN

,.,,,#

'i,3,1/"



I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KEPATA BADAN KEPEG.AWAIAN DAEMH
DAEMH ISTIMEWA YOGYAMRTA

: oAt ftoz76n (AHur*r zora
Ir IPRtL't zrl,B

PENOAHULUAN

sesuai dengan peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun
20'15 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian
Daerah memiriki tugas meraksanakan penyusunan dan peraksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

Jenls Pelayanan : Uji Kompetensi JpT
Dasar Hukum : a. Undang_undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

b. Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah;

c. peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Kalembagaan pemerintah Oaerah;

d. peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen pegawai Negeri Sipil;

e. permenpan Nomor 13 Tahun 20i4 tentang Tata Cara
pengisian JpT Madya dan pratama di lingkungan
lnstansi pemerintah 

;

f. peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa
yogyakarta Nomor 3 Tahun ZO|S tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

g. peialuran Gubenur Dly NomorST Tahun 2O1S tentang
Tata cara pengisian Jabatan Tinggi tr{adya dan
Jabatan Tinggi pratama Secara Terbuka

h. peraturan Gubemur Dly Nomor 89 Tahun 2O1S tentang
Stendar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil
Negara dl Llngkungan pemda Dly;

l. paraturan Gubemur Nomor 4 Tahun 20.16 tentang
pedornan penyusunan Standar pelayanan.

NOMOR
TANGGAL

A.



No Komponen Uraian

ffi-SAeksi
Administrasi JpT

1

2

Persyaratan

sistem, Mekanisme dan

Prosedur

TiTEFE6-.------= _-

b. kotak saran

c. email:bkd@ogjaprov. go.id

d. telepon dan Fax : (027a) 5621S0

Menyiapkan jadwal

pelaksanaan uji
kompetensl dan

menylapkan dokumen
qjl kompetensi dengan

lembaga assesor yang

ditetaokan

Menyanrpaikan hasil uji
kompetensi ke panitia

SeleksiJpT

3 Jangka Waktu

Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Produk PelayanEn-

6 Penanganan pffiEffi
saran, dan masukan

6/
AV
,r\
\ts)<



I

A.

j

*rf,**
^ErtTy.r.t.[!pALq 

BADAN KEeEGAWATAN DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANoMoR : ovt / cz.7La IAHuN zot|TANGGAL ,ll'e?^i, 
7Og

PENDAHULUAN

sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah rstimewa yogyakarta Nornor 70 Tahun2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Badan KepegawaianDaerah memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenls pelayanan

Dasar Hukum

g.

Ujl Kesehatan Jpt
I

a. Undang-undang Nomor
Aparatur Sipii t tegara;

b. Undang-unddng Nomor 23 Tahun ZO14 tentang
Pemerintahair Daerah;

c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah;

d. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen 

fegawai Negeri Sipil;
Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata CaraPengisian JpT Madya dan pratama di lingkungan
tnstansipembrintah 

;

Peraturan . baerah lstimewa Daerah lstimewa
Yogyakarta ] ruornor 3 Tahun 2ols tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;
Peraturari Gubenur Dly Nomor g7 Tahun 201S tentangTata cara pengisian Jabatan Tinggi Madya oan
Jabatan Tinggi pratama Secara Terbuka
Peraturan Gubernur Dly Nomor g9 Tahun 2015 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Manajeriat Aparatur, Sipil
Negara diLingkungan pemda Dty;
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman peilyusunan Standar pelayanan

i

5 'i'ahun 2014 tentang



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPA.A BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. DAENNU ISTTMEWA YOGYAKARTA
NOMOR r"c,
T;Nc'^:, : u@t / o L76a rAH.^{ zog

l'uAL ' i,t APRIL 2DE

PENDAHULUAN 
I

sesuai dengan Peraturan Gubelnur Daerah lstimewa yogyakarta Nomor 70 Tahun2015 tentang Rincian Tugas aan rungLi Badan Kepegawaian Daerah. Badan KepegawaianDaerah memiliki tugas melaksanakani penyusunan dan peraksanaan keb.rjakan daerah dibidang kepegawaian. 
i

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Ujl Cagasan Jfr
Dasar Hukum : a. undang-undlng Nomor s Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;'l
b. Undang-undAng Nomor 23 Tahun ZO14 tentang

pemerintaha!r oaer.h
c. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Kelembagaan pemerintah Daerah;
d. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen pegawai Negeri Sipil;
e. Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pengisian JpT Madya dan pratama di lingkungan
lnstanslpemerintah 

I

f. Pe.raturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2O1S tentang
Kelembagaan pemerintah Daerah Dly;

g' Peraturan Gubenur Dty Nomor g7 Tahun 2015 tentang
Tata cara pengisian Jabatan Tinggi Madya dan
Jabatan Tinggi pratama Secara' Terbuka

h. Peraturan Gubemur Dly Nomor gg Tahun 2015 tentang
standar Kompetensi Jabatan Manajeriar Aparatur sipir
Negara diLingkungan pemda Dty;

i. peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman penyusunan Standar pelayanan.



I

I

:

No Komponen I tiraian ---]---_-
a. eesert--lang-

I Administrasi JpT

1 Persyaratan

2 Sistem, fr4eXanErne aan.T
Prosedur

i

i

Menylapkan Jadwat
pelaksanaan uji

kesehatan, materi
kriteria , kisi kisi dan

mekanisme serta
pembobotan, nilai u.ii

gagasan

Menyiapkan hasil
pelaksanaan uji gagasan

3 Uangra Wiffi
Penyelesaian

4 Biaya/Tarif

5 Produk Pelayanan

6 Penansanan pEiSGil-
saran, dan masukan

e. l.,draltg tangsung,

b. kotak saran
I

c. qmail: bkd@ogjaprov. go. id

d. telepon dan Fax : (0274) 562150

8 198603 1 012

a

KEPEGAWA

rc
IAN DAERAH



I

:

i

pEMERt NTAH DAT1UP1EI4H rsTl MEWA yocyAKARrA
BADAN KEPEGAWAIAN ONENN 

' r'V rI \ I'-\

Jl. Kyai Mojo No. 56_Yogy{karta 55244 Tetg_(0274) s62150 psw 2900.2931

website:nn,,,^,xff lflx:xff x,trg::l.,rl.*:lrj_i*os japrovsoid

mexlunaAr peuyauan
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'ANG 
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